
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR L9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Y.ANG BERSTJMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE},AIYJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantun Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pasal 18 a],at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3i;

3. Undang-Undang Nomcr 17 Tahun 2CO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

v,

t\T^-^- AOE-\.ilulrlul aJJ\rr'
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undang-undang Nomor i5 Tahun 2aa4 teniang pemeriksaan

Pengeioiaan cian Tanggung jawab Keuangan i{egara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200s Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4AA\

Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2AO4 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (LemLraran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa55);

Undang-Undang Nomcr 2+ Tahun 2CA7 rentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7%J;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg

Nomor 12, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
l\T^* ^- A .}e-7\.r\trlll(Jt 'l)v r ))

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20lL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A7g tentang

Perubahan Atas Lrndang-Undang Nomor L2 Tahun 2O\t
teniang Pembentukan Pei'aturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

24rc Nomor I 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5430);

Undang-I-Indang Nomor 23 Tahun 2A* tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA14

Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

245, Tarnbahan Le:-nbaran Ncgara Rcpublik Ind,oncsia N+rncr

UJ / \-)r,

6.

7.

8.

o

10.

11Ll-.
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Undang-undang l.lomor 1 Tahun zaZz teniang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah trusat rian pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oz2 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6T5TI;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2an tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nnrnnr'\C7)\.

Peraturan Pemerintah Nomor i,2 Tahun 2a]l9 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZaD Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peratur:an Presiden Nomor: 12 Tahun 2A2L tentang perubahan

aias Pei:aiuran Presiden Nomor 16 Tal:un 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2a2a tentang Standar

Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A2A Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor +16 Tahun 20i8 tentang
Taia Cara Penghitungai-t, Pengaaggara:i Dalam Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung-jawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2o2a tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri. Nomor 36 Tahun 201-8 tentang Tata Cara penghitungan,

Penganggai:an Dalam Anggaran Pendapatar dat Belanja Daerah

dan Tertib Admlnistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggung-ja,rr.,aban Penggunaan Bantuan Keuangan partai

Politik iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor

1777).;

iJ.

1A
-L '-f .

15.

76.

17.
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Peratui'aa l'{enteri Dalam i.iegeri }{cmor 90 Tahun 2aig tentang
Kiasiiikasi, Kocleiikasi, dan Nomenkiatur Ferencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AP Nomor AaTl;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Ta]n:un 2o2o tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangafl Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor lTBl;;

19.

N trE\t iTI TTFT TCTl A I\I.tvllrM \./ I U L)I\fitI .

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pei:aturan Gubernur ini, yai-ig dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otcnomi seluas-luasn3rgr dalam sistem dan
prinsip Negai:a l{esatuan Republik indcnesia sebagaimana

climaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun i945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kerrrenanoan rlaerah nfnnnrn

Kepala d.aerah a,Calah Gubcrnur Sumaicra Utara

selanjutnya disebut sebagai Gubernur.

\).
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Perangkat Daerah adalah iiiisi:r pembantu l{epala Daerah

cian Dewan Perwakiian Rakyat Daerah daiam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara selaku pengguna

Anggaran/Barang.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan lasr.x.raji[an

daerah dalam rangka pen3relenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahuna:r daerah ],ang ditetapkan dengan Per-aturan
T\^ ^-^l^TJ dEL 

'LLi.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengeloiaan APBD dan bertindak sebagai

bendahara umum daerah.

Ti m Ans'sraran Pemerintah Daerah \./An!-, -selanir-:tnr.,aj q^.ti sLrq.:.juLiij.c

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah daiam rangka

pen1rusunan APBD"

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya

disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi
pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan

informasi Pemerintahan Daerah lainnS,a yang saling

rerhubung untuk dimanfaa'.kan dalam pen5,'elenggaraan

pembangunan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja

SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

belanja dan pembiaS'aan SKPD ),eng meiaksanal<an fungsi

72.
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Bend"ahai'a Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
pen1rusunan rancangan AFED.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang meiaksanakan fungsi Bendahara

Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggai'aii oleh pengguiia aliggaraii.

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lain, masvarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menr_rnjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

ke'.venangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

-^-,,*l^-*.,^r-perufioang-un0angan.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa

uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk meiindungi dari kemungkinan tedadinya resiko
cncial Lenrrali dalam keadaan teftenlrr rlar,etuvurqr, uuiqiia iaLGuqqir LL: LLitlL,i 'J<1-l_,td.L

1-^*1 -^l ^ .^:.. + ^ -rJEl IlCr-trrl LtLd.lL

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang

merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam 5rang jika
tidak diberikan belanja L:antuan sosial akan semakin

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah seianjutn5,a disingkat
IJPHD adalali naskah perjanjian hibah yang berisikan
ketentuan pemberian hibah yang ditandatangani oleh

pemheri hibah dan penerima hibah.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. belanja hibah;

k). belanja bantuan sosial:

L4.

15.

16.

L7.



{u

7

i2j Setiap usulan penei'ima hibah dan l;antuan sosial

ciicaniumkan daiam apiikasilsistem iniormasi pengeioiaan

keuangan daerah.

BAB Ii
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Belanj a- hihra h diberikan kepacl_a:

a neffierintcla nrrcof.yqruit

b. pemerintah daerah iainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara;

d. Badan Usaha Milik Daerah;

e. Badan dan iembaga serta organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
f r^tqrt ai nnlitilz

Bclanja hibah scbagaimana dimaksu,C pada ai.at (ii bcrupa

uang, barang atau jasa d"apat dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan Lrelanja urusan pemerintahan

pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
nerat! lren nerl rnrl an cr- r rrrd qrr oqn

Pemberian hibah sebagaimana dj.maksud pada ayai (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,

kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranJ-a

fungsi pemerintahan, pemhanglinan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionaiitas, dan manfaat untuk m3sy21sl4a1.

Bclanja hibah scbagaiinana aimat su* pada ay.ai |2)

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,

rincian objek, dan suLr rincian objek pada program,

kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait.

\z)

/r\t.l,

I A\
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untuk bel,anja hibah J--ang bukan inerupakair unisan dan
kewenangan pemerintah daerah sesuai ciengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan

subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada

Perangkat Daerah yang melaksanakan urllsan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
nerr r nrl q 11 (T-r t nrl an oan

Pemberian hibah sebagaimana di.m.aksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka

mendukung penyelenggaraan Pemer-intahan Daerah

sepanjang '.idak i,umpang tindih pendanaannya

dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
ncrr rnd a n o-r rnr{ a n oqh.
|-"^*,,**,,D.bqrr,

') ^^-+^i .^^1i+i1-. l^- /^+^,,u. IJd.r Ld.r yUrrLrA, ltd.LLl d LctLi

4 - ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah

dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

dan

e. memenuhi pers-,'ar:atan pener.ima hibah.

Pcmberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (6i

didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada

Gubernur.

Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf e bertanggung jarnrab secara formal dan material atas

penggunaan hibah yang diterimanya.

IC\
tu,

1.7 \t,,

(8)
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(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:

a. diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian

yang ',vilayah kerjanya berada dalam wilayah

administrasi Pror.insi Sumatera Utara antara lain

diberikan kepada unit kerja pada l(ementerian Dal.am

Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan

blanko kartu tanda penduduk elektronik;

b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l^*
[-t a1ri

c. hanya dapat diberikan 1 (satu) kaii dalam tahun
berkenaan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf b diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai dengan
It-etr.-n1rten t"tFretrrra11 rrerrrnr{qno-rrnr{onoan iDui r !

Hibah kepada bad.an usaha milik negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk
meningkatkan pelaSranan kepada masyarakat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan untuk
menerrJskan hibah vang diterima dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan peruiidang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud ay-at {41 tidak dapat diberikan dalam bentuk

barang kecuali uang atau jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-und angan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
r'lalary'r Pasal ? A\z^t f !\ hrrnrf e rlil-r^rik^- Lcnada l-rarlarruurqiri iuuqi u qJrqr \ri iiurqi L uivLiiilqii tluij*u* uauuii

^+^-- l^*1^^^^.
d" L6tLl rurll Ljcl-Bcr..

{2)

T'\
t.i i

t4)

(s)

t6)
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a. yang bcrsifat nirlaba, sukarcla dan sosial ]-ang
dibeniuk berdasarkan peraturan perundang-unriangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan

oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota;

atau

c. yang bersifat nirlaba,
lzern a crrar q1z qt an hcrr r na kelompck

masyarakat/kesatuan mas5iarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan

instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait
sest tai dencr-an kctxrenancrar"r?1\.u a.

iful^^^'' u,

.-l T.1^*^-^-; .l:.I:-:I.^.^ !-^-.t^^^-1.^- I-^i^*+,.-,^(1. r\uyErd.sr Jd.iiB Li.rurt il\d.ii uuiu;llialii.a[i i(cLCiiLi.ian

peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai

dengan ker,r,enan gannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ar.ra1 Il i hrrn;f e diberika- koned.a nroaniqasii - , u uirui ir\Gi i i'-! LJquc u.i Ec.tiilc,Jj

kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasaii atau

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan

hukum dari kementerian yang membidangi urusan htlkum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepad.a partai politik sebagaimana dimaksud dal.arn

Pasal 3 a'v'at (1i huruf t diberikan kepada partai politik r'ang
mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran hibah kepada partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (8i sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

sukarela bersifat sosial

t7)

rRl[",

(e)
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(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan

persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengumsan di daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisiii dari LwrahlKepala

Desa setempat atau sebutan lainn5ra; d3rl

^ 1-^-1 -^J,,r,,r-^- r^1^*L. ULf-t\\-LlLtLlL-{1L€t1i. Ll.a-latrl "';1 ^.-^ 1- ^ J* i .^ i ^+-^ ^ iw rra y d.l r <liJl1l.tl ils Lr d. SI

Pemerintah Daerah danf atau badan dan lembaga

yang berkedudukan di luar wilayah administrasi

Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah.

(21 Hil-.ah kepada organisasi kemas5,arakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal + ai'at (7i diberikan dengaii

persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

daerah;

C. rnCmiliki Sekretarial !etan .ti prn,riinsi

Bagian Kedua

Pengusulan

Pa.sal 6

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta

partai politik setragai"mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)

dapat menyampaikan usulan/proposal hibah secara

tertrrlis kenada Cubenur nrelelrri Peranokat Daer-ah /I-InirGiil +.iira

11 ^-:^ +^-1-^:+ ^^^,,^; l^*^^- +,,-^^ l^* f,i\urja Lcr-iiail sesual qengan iugas ,f,an iungsinva.
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t2) Usulanlproposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

( i) sekurang-kurangnya memuai:

a" pengusul hibah;

b. besaran/rincian penggunaan hibah f rencana anggaran

biaya {RAB);

c. waktu dan pelaksanaan hibah;

d. kelengkapan dokumen administrasi, paling sedikit
terdiri dari:

1. Fotokopi akie pendirian Badan, Lembaga dan

Organisasi Kemasyarakatan yang dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang;

2. Fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara atau

sebutan iain pada badan, iembaga atau organisasi

kemasyarakatan;

{3) Usulan,rpropcsal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
/.}! L-,-,,f ^ l:{^-J^+^*^^^: ^1^L.tz, rrL.{.r L{r cr \trLd,irud"La:lttSi,.rrl LJrcli.

a. Kepala satuan kerja untuk pemerintah

pusat/kementerian atau lembaga pemerintah non

kementerian;

b. I{epala Daerah untuk pemerintah daerah lainnya;

c. Direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk
Badan Usaha L{ilik Negara atau Badan Usaha IUilik
I \^ ^-^ L.
LJdVL d-LL)

d. Ketualpirnpinanfsebutan lainnya untuk badan atau
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai

politik.

(4) Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disampaikan paling lambat bulan April tahun berjalan

untuk dimasukkan dalam penlrusunan RKPD tahun
L-^*:1-,-+--,^drrSScr I d,r I rJcr rI\L-tLi rJ d..

(5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan

wewenangnya melakukan verifikasi serta survei

kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan/proposal

hibah yang ada pada perangkat daerah/unit kerja yang
l-rerqan olrr ll an



tr\
tui
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Kepala Perangkat Daerah lrJr..it I{erja Terkart menetapkan

irasii verifikasi seiragaimana riimaksuci pacia ayai (5i sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan

menyampaikan penetapan tersebut kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai

pertimbangan TAPD n:renjadi dasar pencan+.uman alokasi
1^:l-^1- -l^1^: - T1r r A l^- DDA C!ari.Sgilr dIl tlluaa.I j. L.td.ta,.rll I ctIlLallllia:fil I\\Jfl LtaaII rrl1J.

Contoh format usulan/proposal hibah dan hasil verifikasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B,

huruf C dan huruf D sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Lembaga atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai

penerima hibah :

a. Rumah ibadah berbentuk Musholla, dan Surau ;

b. Gereja kharismatik;

D^^:^^ 11 ^+:-^Lrai"B Li, r r I\c LIBil

Penganggaran

Pasai 8

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2\

dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja

terkait.

t2) RKA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggararr hibah

dalam APBD atau Pembahan APBD sesuai ketentuan
nerat t lre n ncrl I nrlqno-t r nrlnn cre n

(7)

(8)



t4

(1)

D^^^1 a)t a-nal 1

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,

rincian objek dan sub rincian objek pada program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentual
peraturan perundang-undangan.

Untuk belanja hibah yang bukan mer-upakan urusa.n dan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat

daerah yang melaksanakan urusan pemerintattan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guberrrur mencanturnkan daftar fiafira penerima,

alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf E sebagai bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keernpat

Pel"aksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-Perangkat

Daerahfunit kerja terkait dan DPPA-Perangkat Daerah/unit
kerja terkait.

T)^^^1 1 1r iaDail ,L _L

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang

ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan

penerima hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat i1) paling sedikit
memuat ketentuan mcngenai:

A nernhpri dan nenorirnq hihah.r'^_-_

/ot\zl

aar
t*),

(1)

{21
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b. tujuan pemberian hibah;

c. jumlahi besaran irincian penggunaan hii:ah yang akan

diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluranf penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

{3) Sebelum penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud
pada a;,at (1) Kepala Perangkat Daerah rnelakukan

verilikasi sesuai dengan iugas pokok dan fungsinl-a untuk
menandatangani NPHD.

(4) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf F dan huruf G sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis

barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hiL.ah sebagaimana dimaksud pada a3,st,

(i) menjadi dasar peayaluranf pen3,-erahan hibah.

(3) Penyaluranfpenyerahan hibah kepada penerima hibah

dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk Lrang dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

{5} Cnntoh forrnat Kenutt:san Gubernur tentancr nenerirnq1",' rurr Lqr:b i-,uriui iriiu

hibah dan be sarannya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran hurul H dan huruf i sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

/ 1 \ Do-^oi--- 1"il-^1- oo}r^-oi,-^-- Ji-^Lorr.1 .1 ^'l ^- D^o^1 I O
iri I Uiilqii*ii iiiv*i^ uvUUbuiliiGras uiiriuriJqu Uqiqaii i uuui a,

^--^+ lA I l:1^l-..1-^-. l^-^-.^ .
d--y d- L t"f , Lllrd,l\Lrl1,d.r.t (rc r.r.l4c[rr.,
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a. perangkat daerahl,unit kerja terkait i-fienyampaikan
pemberitahuan kepada penerima hibair bahwa pencairan
hibah telah dapat diproses dengan melengkapi dokumen
persyaratan:

i) NPHD;

2) Nomor rekening bank peneri.ma hibah;

3) Pakta integritas dari penerima hibah yang
menyatakan bah-.r.,a hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NpHD; dan

4) Kuitansi tanda terima bermaterai cukup;
br. Surat Penyediaan Dana (sPD) belanja hibah diterbitkan

oieh PPKD;

c. perangkat daerah/unit kerja bertanggung jawab untuk
meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen
perslraratan vang diajukan oleh penerima hibah, apabila

tidak lengkap dikembaiikan kepada penerima hibah;

d. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran

pembantu meneliti dan mernverifikasi kelengkapan

dokumen selanjutnya menerbitkan Spp-LS;

e. PPK meneliti dan memverifikasi kelengkapan Spp-LS

selanjutnya menerbitkan SPM-LS ;

f. Dalam ha1 hasil .rerifikasi din3,s1*pan Lengkap dan sah,

PPK SKPD/PPK Unit SKFD menyiapkan Spl"t-LS unruk
ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan

SPM-LS kepada Kuasa BUD;

g. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pad,a

huruf f Kuasa BUD menerbitkan Surat perintah

Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi

kelengkapan sebagai berikut:
1 oT)tit r cl .l-. rJr l-Vl-Lf,),

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KpA;

3, Lembar Verifikasi PPK SKPD.

Contoh format pakta integritas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf J sebagai bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini-

(2)
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i3) conioh foi'mat ceklis kel,engkapan dokuilien permintaan
pembayaran hibah langsung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf K sebagai bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

(u Fengadaan ba.angrrjasa dalam rangka hibah berpedoman
pada ketentuan peraturai-r pei:uiidang-undangan.

{21 Penyaluranf penyerahan hibah barang d.anf atau jasa
dilakukan dengan:

a' perangkat daerah terkait memberitahukan kepada
penerima hibah bahwa penyaluran/penyerahan hibah
telah dapat diproses;

b. penyaluran/penyer"ahan dilakukan dengan kel.engkapan
.]^I...*^.^.(rL,t\.L{ri lcl l

1) NPHD;

2) Pakta integritas; dan

3) Berita acara serah terima barang/jasa.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan

hibah kepada Gubernur melalui Kepala perangkat

Daerah/unit kerja terkait.

{21 Perangkat Daerah/unit kerja terkait men)rusun laporan

realisasi belanja hibah berupa uang pada tahun anggaran

berkenaan.

(3i contoh format penggunaan liibah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf L dan huruf M sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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n^^^I 1 aI dsaal a tl

(1) Pertanggungjav,,aban perangkat Daerahlunit Kerja terkait
atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:
a. usulanlproposal tertulis dari calon penerima hibah

kepada Gubernur;

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan d.aftar
nenerir-na hihah.

^^^r* a rr v4r r,

I\TT]LIT\.
r.\ .r I1lJ,

pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai

dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian

hibah berupa barang/jasa.

i7j conioh format bukti/berita acara serah terima i;-arang/jasa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N sebagai

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasai 17

t1) Penerirna hibah bertanggung ja.*.ab secara formil dan

mateiil atas penggunaan hibah yar'g diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah
yang menyatakan Lrahwa hibah yang diterima telah

digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeiuaran ),ang sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah

terima barang danfatau jasa bagi penerima hibah
berupa barang dan/atau jasa.

Pertanggungjawatran setragaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat

d.acrah/unit ker.ja t.crkait paling lanrbar Langgal S1

Desember tahun ariggaran berkenaan, kecuali ditentukan

C.

d.

(2)

(s)
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lain berdasarkan ketentuan peraturan per.rnd.ang-

unclangan.

Dalam hal terdapat sisa anggaran hibah yang tidak
dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan
maka penerima hibah wajib menyetorkan ke rekening kas
umum daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran

berkenaan.

Pertanggr-rngja',.,,aban sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penei'ima hibah
selaku objek pemeriksaan.

Contoh format surat pernyataan tanggungjarn ab
penggunaan hibah sebagaimana tercantum daiam
Lampiran huruf o sebagai bagian yar'g tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubenur ini.

Pasal l8

{1i Hibah oieh sKPD/unit kerja dicatat sebagai realisasi
kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek

belanja hibah, rincian objek dan sub rincian objek daiam

tahun anggaran berkenaan.

(21 Realisasi hibah berupa barangljasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada lapcran realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas iapoi-an

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan perallgkat
daerah/unit kerja.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

Perangkat Daerah/unit kerja melakukan monitoring dan
evaluasi atas pemberian hibah dengan melibatkan unit
kerja teknis.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disarnpaikan kepada Gubernur dengan

ternt:,-rsan kepada lnspektor-at.

(4|

(<I\",

(6)

(1)

{2t
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f 
.l 

I\'i

ln\ !-\^1^* 1^^1
\u, uato-LLL ilii-i hasil moiiitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pacia ayat (zi terclapat temuan
hibah yang tidak sesuai dengan usulan/proposal yang
telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

I] A I) TTTIjf1l-J lii

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Be!.anja bantuan scsial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang danT/atau barang kepada

individu, keluarga, kelompok danlatau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat {L) diartikan bahwa bantuan sosial

dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dianggarkan dalam APtsD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

l-.elanja Uri-rsan Pemerintahan rl/ajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kccuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 1

(1) Kelompok/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2A ayat (1) meliputi:

lc\\-,

(3)
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a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang mengalami risiko sosiai; atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan f atau masyarakat
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai

dampak risiko sosial.

Bantuan sosial berupa uang terdiri atas:

a. bantuan scsial yang direncanakan; dan
b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya.

Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung
kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
mas5ralslsal lanjut usia, ter-Lantar, cacat berat dan

tunjangan kesehatan putra putri pahla.wan i-ang iiciak
mampu.

Bantuan sosiai berupa barang diberikan secara langsung
kepacia penerima seperti bantuan kenciaraan operasional
untuk sekolah iuar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada 5ratim piatu/tuna sosial. ternak
hagi keLompok masyarakat k-i:rang mampl-r.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2| huruf a dialokasikan kepada individ,u,

keluarga, kelompok dan/ataLr masyarakat yang sudah jelas

nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
pen)-usunan APBD.

Bantuan sosial )rang direncanakan sebagaireana dimaksud
pada a5,'at (5) bei-d.asarkan usuian dari calon penerima
danfatau atas usulan Kepala Perangkat Daerah/rJnit Kerja
Terkait.

(3)

{41

(s)

tf-l\",
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D^-:^^ 11 ^A,-^.LraBli:l"r r I\uLr Liii

Baniuan Sosiai Yang Direncanakan

Pasal22

(1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2L ayat (21 huruf a memenuhi
kriteria paling sedikit:
q ecleLf if.uvrvlrlrr,

b. memenuhi pers5iaratan penerima baatuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus-menems, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan;

{2} Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada

calon penerima ]'ang ditujukan untuk mel.indungi dari
kemungkinan risikc sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. berdomisili dalam wilayah administratif provinsi

Sumatera Utara.

ilJ ikiteria bersifat sementara dan tidak terus-menei-Lrs

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan
sosial d.apat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d bahrva tujuan pemberian bantuan
sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

n netnhardarraan cnsial.uur j JUJ:*i,

d. jaminan sosial;
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penanggulangan kemiskinan; dan

penangguiangan bencana.

Pasal 23

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami

disfungsi sosial agar dapat rnelaksanakan fungsi
^^^:^t--.^ ^.soSiainya Secara -vi'aj ai'.

{2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal

22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan dasar minimal.

(3i PemberdaJ'aan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal

22 ayat {61 hur-uf c ditujukan untuk menjadikan seseorang

atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah

sosial, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(41 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat rnemenr.rhi
l-^1. ,,+,,1-^.^ .-l^-^- L;J,,^--.^ l^-.^t,liu u Lr L Ll I lic I i Ltd.sai I i j.Iu LiPi i -v.' a \ a.ilB ia-\ ai{.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan,

program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,

keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan 3.s11g la3r31a bagi kemanusiaan.

{6} Penanggulangan bcncana sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya

yang ditujukan untuk rehabilitasi.

g,

I.
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(1)

{2t

D^ ^-1 .r,4
r ai)d-l .4-t

Kelompokfmasyarakat menyampaikan usulan/proposal
tertulis kepada Gubernur melaiui perangkat d.aerah/unit
kerja sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Usulan/proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
A l.rcnorrqrrl'l-ranfrran qncial.

uv'uiqr,

1- 'l-^-^-^- 1-^-+.,^.^ ^^^;^1.u. rJLDd.l clIl iJdItt Liialr s(Jslar,

c. rencana penggunaan bantuan sosial;

d. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:

1. Surat keterangan ditandatangani oleh Kepala

Desaf Lurah;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

3. Fotokopi akte pendirian badan hukum ],ang telah

mcndapat pengesahan dari Kementerian yang

membidangi hukum atau pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Ketua/Pimpinanlsebutan lainnya, Sekretaris, dan

Bendahara untuk lembaga non pemerintahan.

trerangkai daerah /:ul;ltt kerja terkait sebagairnana

dimaksud dalam ayat (1) melakukan penelitian, evaluasi

dan verifikasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta pertimbangan objektif lainnya
terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan
bantuan sosial dan dokumen terkait lainnya untuk
menghindari dan mencegalr adanya duplikasi usulan dan

kebenaran data yang diajukan.
Kepala perangkat daerah /:unit kerja terkait menetapkan

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Usulan/proposal bantuan sosial yang direncanakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf a
d.isampaikan paling lambat bulan April untuk dimasukkan

/r\
t.r,

(4)

(5)
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dalam pen\,-usutian RKPD tahun anggaraii berkenaan atau

paiing iambai sebeium RKPD ciitetapkan.

(6) Contoh format usulan/proposal bantuan sosial dan

hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran
huruf P, huruf Q, huruf R, dan huruf S sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.

PasaL ?5

Penganggaran belanja bantuan Sosial yang direncanakan

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,

rincian objek, dan sub rincian objek pada program,

kegiatan, dan sr.rb kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

perangkat daerah terkait.

RK-A-Perangkat Daerah menjadi da*"ar penganggaran
tr-^-t"^- ^^^:^l l^i^- ATIDT\iJallrLiJdr t DrJSrd.r LidLil_t_t_t -l1rDii.

Pasal 26

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2A ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja

operasi, jenis belanja bantuan sosial yang disesuaikan

r] en qa n ne!-F t ! r ra 11 L.'er! r n d a n cv-r r n d e n cra n

Baniuan sosial berupa barang dianggarkan ,Calam

kelompok bantuan langsung yang diformulasikan ke

dalam program dan kegiatan diuraikan ke dalam jenis

belanja barangfjasa, objek belanja bantuan

sosial/barang, dan rincian alrjek belanja bantuan

sosial/barang yang diserahkan kepada pihak
lreticra /rnasr.'arakat neda ner-ancrlral daerah

iruuu PUi 
-i6r-rqL 

uGLj qii.

Gul:ernui' meiicantumkan daftar iiama penerima, alamat

penerima dan bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan

sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.

to\
(.r I
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i4) Contoh foi'mat dafiar nama penei-ima, alamat penerima

rian besaran aiokasi bantuan s<;siai sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf T sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Pelaksanaan anggaran bantuan sosiai berdasarkan atas DpA

atau DPPA Perangkai Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 28

Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Peniaharan APRT)

Pcn5,-aluran/ penyerahan baatuan sosial d,idasarkan

pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum
dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kecuaii bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 2l ayat (2) huruf b.

Pen5,.si.'1-an,/penverahan bantuan scsial. kepada indi',,idu

d,an/atau keluarga J-ang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat

(2) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis individu

danf atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat

persetujuan Gubernur setelah diverifi.kasi oleh Perangkat
I)eerah /rrnit kr-ria tc,rlzeitrrrr.,q aLi itqiL.

Contoh fcrmat Kcputusan Giibei:nur tentang Dafiar
Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf U dan huruf V sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

/31\-,1

IA\t't,
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(1)

(2t

T-l^^^1 -r)aa1ltaii Z-J

Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang

dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pencairan bantuan sosiai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1i dilakukan dengan :

a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait memberitahukan
kenedq nenerima bantUan sosiaL bah.*ra nencairanu.ui:auaii JUJiGi L-qiii.i.a v!ai-vuii uii

bantuan sosial telah dapat ,Ciproses dengan melengkapi

persyaratan:

1. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial. yang

menyatakan bahwa bantuan sosi.al yang diterima

digunakan sesuai dengan usuian/ proposal;

2. Nomor rekening bank;

3= Kr-ritansi ta-..,d-a- terima berma-tera,i cr-rkup.

b. Perangkat Daerah/unil- kcrja terl<ait bertangg*ng ja..;ab

meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen

persyaratan dan memfasilitasi penyusunan pakta

integritas, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada

penerima bantuan sosial.

c. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
ncmhantrr n:eneliti dan mem-.,erifikasi kelen nl<an^n.iiuii!ii!a uqir iiiuiiiiviiiiilqJi iauiUiiiliaGiJGii

l^l-,.*^^ ^^1^*.:.,+--.^ ._^-^-1-i+l-^- C\T1T) I CtLIU-t!.LIlll(-tl sErdllj iltli_V d IIISIIUI UlL.tl'd.lt Jr r -L\).

d. PPK meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas.

Dalam ha1 hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/Kuasa PA;

e. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana Langsung (-qP2D-LS) setelah

mefiienuhi kelengkapan sebagai berikut:

1. SPM_LS;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

3. Lembar Verifikasi PPK SKPD.

f. PAIKPA menandatangani SPM-LS untuk selanjutnya

disampaikan kepada Kuasa BUD.

s. K,.;asa BUD rnelakr-rkan verilikasi atas SPM-LS. iikaD' ' J-^-*

+^I^1^ 1^*^l-^* ^^l-^ l-,,^^^ aI in 
-^--^*1-:+l-^- 

Arr-n I ALLIctli rLrlti.r\dlJ lrraltcl l\L,ldJct L)tiu ilj'[llcl l,rlLildlt t)L LiJ Lt).
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(3) Contoh format cckiis kclengkapan dokumcn pcrmintaan

pembayaran bantuan sosiai iangsung sebagaimana

tercantum dalam Lampiran W sebagai bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3O

Pcnoarlaan lrarancv /iaqa rlalarn rar-tol;a l-rqnfrran qncial'-"D*-**^^

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ai*at (2\ Lrerped.oman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan

penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui

perangkat daerah/unit kerja terkait.

Perangkat daerahlunit kerja terkait men3rusun laporan

realisasi belanja bantuan sosial Lrerupa uang pada tahun
a rr ctoe ra 11 herlzen a a n

E)^.^+,,^* ^^^:^1 1^^-,,*^ 1-^..^--^ Ji^^+^+ ^^1^^^^i -^^1:^^^:rjaaj.rLLld"rr srjbldj- i.JCI LIIJiI- uia.iaIrS LtrLaLdL itcrJilBd-I lcdlisii5-r

obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang

dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah/unit

kerja terkait.

Bantuan sosial tlerupa barang yang trelum diserahkan

kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir

tahun berkenaan dilaporkan sebagai persediaan bantuan
^^^i^1 1^^-^-^ l:^^^ l^1^.- -^-^^^l-^+ J^^-^l^ t,.^:+

kerja terkait.

Contoh format laporan penggunaan bantuan sosiai

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X dan

huruf Y sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 32

(1) Pertanggungjarnaban Pemerintah Daerah atas pemberian

bantuan sosial meliputi:

to\
t.r,

t4)

(5)
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^ ',--,1^,^ J^..: .^-1^- -^-^-;*^ 1-^-f!!^.. ^^^:^1 l-^.^^l^ct. LIilLliai-ii iJar I \-iCiurr yUifUI fr.ri.d UaiiLUaii b;Usiai Kcpaif,a

Gubernur;

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan

penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan

digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan

d. bukti tr-ansfer/pen3,erahan uang atas pernberian
tr-cntr,-* -^^jal 1-^*,,*^.,^Fn 4+4!r L.,.1-+i ^^-^1- +^-;*^uaa'rrLLla,.r.t susrd.r rJcl Lrpci Lrail.B aLil.ij uLiii,Li scl iatr LCr tiiid

barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa

barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial

bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat

d.irencanakan sebei urnn-,,a.

C^-r^L f^-*^+ -^l.r^ ,-t^-*,*^^ 
^^- 

1^"'1.+: ll^-i+^\-trlrLrJrl tL,IllldL Pd,r\LiC. lii"LEB1iLcit' Liiili ULiii'LI/ UCiiLa d.Laia

serah terima barangljasa sebagaimana tercantum dalam

Lampiran i:rur:uf. Z dan huruf AA sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formil

dan materil atas pengglrnaan bantuan sosial yang

diterimanya.

Perta n srcrt t n sriarr:a h.a n nen e!-i11 2 ha n tr r a n snqi e l r-n el i nr r ti .
^ "- -*-^bt>

^ l^-^-^- 1-^.^+,,^- ^^^:^l ^l^1^a. iapoi-an pengguriaan Daniuart suslai uicn penerlma

bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa bantuan sosial yang diterima telah

digunakan sesuai dengan usuian; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

sesuai ketent"uan peraturan perundang-undangan bagi

pcncrima bantuan sosial ber.ipa uang atau bukti serah

terima barangfjasa bagi penerima bantuan sosial

berupa barang/jasa.

daftar

{2t

I'\(.r,

t1)

tol
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Pertanggungja-waban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2i disampaikan kepacia Gubernur meiaiui perangkai

Daerahfunit kerja terkait paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan

lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima

t-.'antuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Contch iormat pernyaiaan tanggung jawab sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf BB sebagai bagian

tidak terpisahkan daiam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Realisasi. bantuan sosial berupa barang dikon-,rer-sikan sesuai

standar akuntarsi pemerintah pada lapci'an realisasi aiiggaraii

dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam

penyusunan laporan keuangan perangkat daerah/unit kerja

terkait.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 35

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnva

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf b,

dialokasikan untuk kebutuhan aki.Lrat risiko sosial yang

tidak dapat diperkirakan pada saat penylsunan APBD

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan

risiko scsial yang lebih besar bragi indir,'idu danr/atau
i. ^i. , ^ --^ 1-^-^ ^ .^ -1 -- - + ^ -r\urLrdr Bil v d.r rE; t ur sdriEi1,Lt (a.Ia,

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

sebeiumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja
T,iAolz'Tprdrrcor iuuli a vi UUllUr

(4)

t -.,,

(21

(3)

(1)
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i4i usulan perminiaan atas bar:.iuan sosiaL J-'ang tidak dapai
ciirencanakan seiieiumnya ciiiakukan oieh perangkat

daerah terkait.

(5) Pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya, diajukan oleh Kepaia perangkat

Daerah dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Rencana

Kebutuhan Belanja paling lanna i (sal"u) hari
sel;elumnya kepada PPI{D selaku BUD;

b. PPKD seiaku BUD melakukan verifikasi dan
mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala

Perangkat Daerah;

c. Pencairan bantuan scsial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya berdasarkan DpA SKPD

Relanja Tidak Terduga pada SKPKD Badan pengeloLaan

I{euangan dan Aset Daerah dengan dilampiri s-Lii-at

rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

d. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan

mekanisme LS sesuai ketersediaan anggaran;

e. Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

harus dilengkapi dokumen administrasi meiiputi:

1) Surat Pernyataan Tanggung Jarnrab Mutiak
Pengguna Anggaran Kepala Perangkat Daerah

terkait;

2| Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

3) Fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan/atau
4) Kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan

ditandatangani penerima Bantuan Sosiai

f. Pencairan dana bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebeiumnya dapat diproses sebagaimana

dimaksud dalam huruf e dengan membebankan pada

rekening Belanja Tidak Terduga setelah dokumen

administrasi penerima bantuan sosiai dinyatakan
Innolzan nlal-r DDtriI-\ <nIol-.r RT TTI
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g. Pi-oses pencairan dan sebagaimana dimaksud pada

hurui f ciiiaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada BPKPAD selaku SKPKD/PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

{7) Realisasi bantuan sosial dilaporkan dalam Laporan

Realisasi Anggai:an dan Cataiai-r atas Lapoi:an l(euangan

pada. SKPD yarrg melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

(8) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

bertanggung jarn'ab secara formil dan materil atas

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(9) Pertanggungja'.vaban penerima bantuan sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan

sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
nrrralrrran norrrnr{a'1g-ttndan.ren haSri ngnefimar". *, uiruuiiDcr uq6r p_Lirwaiiiic

bantuan sosial yang tidak dapat dii'encanakan berupa

uang.

(10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

ciisampaikan kepacia Gu'i:ernur c.q. Kepala Perangkat

Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perangkat daerahlunit kerja terkait melakukan

monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

Hasii monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
attat l1l .{ioo-^oiLo- L^^o.lo a'-'lrr}.er^r.- .lo-aan {ernttgsan€J ur \ iEriq^ I rrw lJ_quG u *u'ui irui uviiSqii

l-^-^l^ I-^-^l-+,--^+ D-^,,;--; C,,*^+^-^ T T+^-^.iacPdLid. IiISPEILLUI d.L rl UVLil5t JLttllir-Lcl d- (J Lcti d.

(1)

(2)
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(3i Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2j ierdapai- penggunaan bantuan

sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah

disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

I)AD T\T.ljflr-, I v

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal

4 asrat (7) dikecualikan terhadap :

a. organisasi kemas*,.arakatan yang telah berbadan

hukum sebelum berlakunya Undang-rJndang Nomcr

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2A13;

b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staatsblad i870 Nomor 64 tentang

Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum
(Prechtspersoonli;kheid van Vereenigingen) yang berdiri

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,

dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan

sejarahnya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan
pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor lT
Tahun 2013;

c. organisasi kemasi'ai:akatan J-ang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2Ot3 tetap

berlaku sampai akhir masa berlakunya;

d. organisasi kemas3rarakatan yang didirikan oleh Warga

Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga
l\J^-^'- Tndcncsia atau Badan Hukum asins' \/"ans' lnlah.-"b*, u ^iiuvii!urq *Lq* L-quaii iiui':t/iiil {,t.Jiri5 j €iiiS LLig,ii

beroperasi harus menyesr-taikan dengan kctentuan



34

I I-.{^.^- r T.^l^.^^ r\T^*^-L/ I.tLrd.J'r5- u llilir-i-tB il Lril'rui

waktu paiing iama 3

Undang-Undang Nomor

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LIWI II'I(I.LD bL,IJAI(T U
PM
NIP. 19710413 199603 I AA2

Diunciangkan rii iviecian

pada tanggai 9 NIei 2A22

PJ. S EKRBTARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

1n,T^L,,- 1r\1a l^r^* :^--1 -^r t I arrLlrl L\J t t) Lj.iald.ili JdriE;r\d

(iigai tahun terhitung sejak

17 Tahun 2Oi3 diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal *?8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2}lg
tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja

Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Prar.,insi Sumater:a Utara {Berita Daerah

Provinsi Sumaiera Utara Tahun 2A19 l.lomcr 7), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Diuadangka* di Medan

pada tanggal 22 April2A22

GUBERNUR SUMATERA UTARA

rtd

EDY RAHMAYADI

trd

AFIFI LUBIS

BERiTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A22 NOMOR lq



35

I A. I\/TEIID A NI DE'D AT!'I TD A \I
lJr-l'Ivl,l II\f-II\ I l-rI\f1 .t Ll l\f\l\

NOMOR
TANGGAL

GUBER},IUR SUMATERA UTARA
19 TAHUN 2022
22 APRIL 2A22

T,qTA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN EANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HrBAH

KO P O RGAI{iSASI i LEiviBAGA

Nomor:
Lamp.:1{satu} berkas
Perihal : Permohonan Hibah

]/enaAa Yth

GUBERNUR SUMATERA UTARA

di

Befsariia ini karni datarig meriiCIhdn kepada Bapaia Gtibernur Suniat€ra
!!ar", _ kiranya d1pat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa
(Uang/barang)untr-rk menunjqng pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi kami
sebagai Lernb aga" / Organisas i / P emenr:tal.an
sehingga dapat berjafaq secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan
pembanguaan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di daerah.

Hibah di.maksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

b
C

d
dst

Berkaitan dengan hal tersebut, karni mengharapkan kiranya berkenan
untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah (Uang sebesar
Rp. .. "....... I Barang dengan jenis..... ..... senilai Rp........

Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan proposal
p ei-iiio I^r oii ai-r hib ah dimaksud b e se rta lamp iraii n_y a .

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormasf LSMf Perorangan)



B. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

S i STEi\,iATii(A PRO PO SAL
PERMOHONAN HiBAH

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB iii. WAKTU DAi'i LOIGSI HIBAH

BAts VI. JENIS HItsAH YANG DIUSULKAN

BAB Vi. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAivI PI RAIII. PEI.{U i\i JA I{ G



C. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

HASIL AVALUASI ATAS USLJI,AN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

No.'

,,1'l

' ,.:NAhdA'CAL0N, , :

DFLTTNTTT A UTD trIIr Ir11 -l]zfi.llvlf1. n ll)f1fl

''. rf r 3 '- r.:,..4.,,.,: '

]-
2.
*).

4. dst

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.{JEAIASI.
r TdfIT A LTl. (3uLflrt

JI}MLAH
I ,,:.t::i. I .,.:r ::].'r

BESARANI NILAI
HiBAii YAI{G

DIREKOMENDASI
2 5



D. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULANIPROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/FRCPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

N.O',. REKOI\i{ENDASI
.}ML UNJT . JML Rp.

1' a J , '5,.r. . 16.,
1

2
.)

4

KEPALA PERANGKAT DAERAH......,

I\IAI\/fA T\AT r\I\Ii!n1vlr-! Ur1!\/it

PENERIMA HIBAH
U ATAN U-SULAI\T

IT TI\ /TT A IJu u avali aa i

: '{J$[f : ,

+



E. CONTOH FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ...."...

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASi HIBAH YANG
DITERIMA

GUBERNUR SUIvIATERA UTARA,

ttd

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 a

J 4
1.
,
J.

4.
Dst.



F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

NASKAH PER.IAN.JIAN HIBAH DAERAH
DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal .. bulantahun ..........ya.,g bertanda tansan cii bawah ini:

L ltl-ama

NIP
Pangkat
Jabatan
instansi
A 1^* ^+fllarrrilL

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaxg
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

IL Nama
No KTP
Alamat Rumah
Jabatan dalam Organisasi
Alamat Lembaga

Yang bertindak untuk dal atas nama. ...... (ya3rasan/Lembaga)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentr-ra-n seba-gai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(ii PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PiiiAK KEDUA, berupa uang sebesar
RP.'.. - {... .-' - .......r,;piah}

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Dengan rincian sebagaimana [ertuang ciaiam Rencana Anggaran
Bia5'a/Rencana Keqja Angga:'an (RAB/RLA) yang merupakan lampiran NPHD.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH

(li Pencairal dana hibah diiakukan sekaligus atau da-Lam .......termin
scbesar Rp.... ......./termin sesuai alokasi Jang ditetapkan.



g Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK
KESATU, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

b. Foto copy Rekening Bank yang masih aktif;

c. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah
ll-^-^ -7 ^+^,^ -^^: -J^-^,^1^1^ li^+^-=^1.
LLl Liir-tLiil Lii'r rBa'lll udl I r L ld,ll LliS Luiilpcr,

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

P) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera
melaksanakan kegiatarr sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggungawab penuh atas pelaksanaan prograrn dan
1,^-:^+^- -7:A^^^: .J^-i Li1-^L .,^-- +^l^L .Ji^^+..i,,: I)TLrAT,'T,ZLaCrA'rrlTrs.t;iSld.LdrI 

-y 
d-IlB LrrLrd..rrd..t \-td-l I tlrvaani 

-) 
alrrg LEla,..I'l llJ,sc i ur_l Lil rtr tfal\ t\liJrl' r U .

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Menyimpan buktr - bukti transaksi terkart dengan prograrn dan kegialan yang
r:l^.^^: ,.1^-: t^-^ t-:1-^1-urudrad udl u4rd lrtuarl.

{4} Membuat dan menyampaikan laporan dalam penggunaan dana hibah beserta
fotocopy transaksi kepada PIHAK KESATU melalui Perangkat Daerah terkait
paling lambat 1"0 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak
melebihi tanggai 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

(5) Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

i6i Menyclorkan kerrii"raii sisa darra i:iirair yang tidak dapai direaiisasikan ke
rekening Kas l-Imum Da-erah Provinsi Sumatera Lltara Nornor 623 nada PT. Bank"o'"*- -*-'r"'
Sumut paling lambat 5 (limai hari setelah laporan pertanggungjawaban
disampaikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(i) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabiia PIHAK KEDUA,
ril^l- /L^1---- -1^: -^^-.^-.^ --^-^- -7:. ^r^-^l-^-^rrLld..ri/ uuiuiii iiiuiilglluIlI PCr s-! dl dLai-ll yiirj.B LrrLCLdpt!4ilr.

(2i PIHAK KESATU melafui Perangkat Daerah/Unit kerja terkait berhak
melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan
laporan pertanggungj awaban penggunaari dana.



Pasal 5

ADENDUM

(U Hal-hai lain yang beium diatur dan dalam ha1 terdapat perubahan rencana
kegiatan sebagaimana ,iimaksud ,jaiam Pasai 1, PII-IAK KtrDUA dapat
mengajukan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak merubah kegiatan yang
telah dicairkan.

Al Pen.rbaha-n sebaga-irnarra. dimaksud- pada- ayat (1) ditetapka-n dalam Adendum
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

(1) NPHD ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Pl Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dibuat rangkap 3 {tiga), lembar pertama dan
kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum
salna.

PIHAK KEDUA,

(i,[ama Penerima ]iibah]

PIHAK KESATU,

(Nama Pemberi Hibah)



G. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK
BARANG

NASKAH PERJANJTAN HIBAH DAERAH DALAM
BENTUK BARANG/JASA

Pacia hari ini tanggal buian
tahun .yang bertanda tangan di banah ini:

i. Nama

NlP
Parrgkat
Jabatan
Instansi
Alamat

Vano hartinrlalz..,:tgk dan ataS na-ma Pernerintah PrArrinSi *Sllrnater-a lJtara \.rans
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

iI. Nama
No KTP
Alamat Rumah
Jabatan daiam Organisasi
Al^*^+ I ^*1-.,-^/aldlrd L ularrUABct

Yang bertindak untuk dan atas nama...... .. (Yayasan/Lembaga)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Keriua beiah pihai< sepakat untuk meiakukan Perjanjian l{ibah Daerah'nerupa
barangl jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang/jasa
sebanyak .{JenislJumlah Unit) dengan nilai Rp....

Pl Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasai 2

PENYALURAN HIBAH DAERAH

(1) Untuk penyerahan barang hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan
permohonan kepada PIHAK KBSA?U dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah
n-----l- n-1-- I - :-rJacrarr, raxLa rrl legrlLas.



tZl PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa kepada Pihak KEDUA dalam
kondisi keadaan baik.

t3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disertai dengan trerita
- ---- I- L ^--:,^- ^ l- 

- --- -- -- I 1 - -ac.il a sEra-r.l rerilft a oal-aiig/ j asa.

(4) Penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan
setelah penandatangan NPHD.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

t1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang/jasa yang diterima sesuai dengan
-^^------r--1-1-^--
PCi iJriLur\l\ii-ii.

A PIHAK KEDUA berkewajiban membuat iaporan penggunaan hibah kepada PIHAK
KESATU.

B) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaarl
hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan
oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PENUTUP

(1) Perjanjian hibah ini muiai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

el Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 {tiga), lembar
kesatu dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai
kekuatan hukum sama.

/?t r-r-^-! !---.! 1^;.- L-l---- - l^1--- \rDrrn :-^: s^,^^r ^li--(.ii itai-i1ai laiti yartg belui-ri tcrcaitiuin daiat:r.r i\tshr--r rrrr uapiar LlriiLiil- lebih iaiijut
dfram Adendum.

PIHAK KEDUA.

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK KESATU,

(Nama Pemberi Hibah)



H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
HIBAH BERUPA UANG

GUBERNL]R SI_IMATERA LITARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ..,...

Menimbang : a.

Mengingat: 1.

2.

b.

TEi\iTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN ......,.

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

bahwa untuk menciukung program dan kegiatan peiayanan

kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna periu

ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang yang

dihibahkal kepada penerima- hibah dl Provinsi Sr-,rrua,tera

Utara;

bahwa berdasarkan Pasa-l L2 ayat {1) Peraturan Gubernur

Nomor .. Tahun 2A2I tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja
Hihah .lan Ran!r-ran Sneial Yans Bersr-trnber da-ri A.nqqa!'an

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang

menyatakan " Daftar Penerima Hibah beserta besaran uanga

atau jenis barang ljasa yang akan dihibahkan ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah

tentang APBD, dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

APBD";

bahwa Daftar Penerima Hibah telah diverifikasi oleh Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun Anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa

l-Iang pa-d-a- Perangkat Daerah / tlnit Kerj a. . . .. .Tahun Anggara-n

......;

Undang-Undang Nomor ... Tahun..... tentang...... .......... ;

Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang................ ;

d



Menetapkan

KESATU

KEDUA

T/FrT{Tfl ArLE/ I l.\-rfa

4. Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang............... ;

5. Peraturan Menteri Nomor Tahun ..... tentang. ..... .......;

6. Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... tentang .."...........;

7. Peraturan Daerah Nomor ..........Tahun ..... tentang .......;

8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang ..."...

MEMU?USKAN :

Daftar Penerima Hibah Berupa Uang
Tahun pada Perangkat Daerah / Unit Kerja... .. . ... .. Anggaran

.......sebesar Rp.... {.. .....rupiah) untuk kegiatan
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran ... . Dokumen Pelaksa?.aan Anggaran {DPA) SKPD/IInit
Keria .Rincian DPA SKPD /Unit Keqja...... pos beianja Hibah,
kode rekening

L'-^*.,r,,-^.. 11,,L^-".,,- i-; *,,1^i L^.^1 ^1-.r\LHULUD4I UUUgrllUl llrl rllLtrd,f l_rEr ld'rlij

r{ if etanlran

-.-l- r--^ --^tyaua L4rr5B4r

Ditetapkan di ......

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA U'TARA,

disampaikan Kepada:Salinan Keputusan
1. ..
2. ..
3. ..
4. ."



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR
TANGGAL

DAF"IAR PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA TAHUN
 TTAAADAATr1r\Uuii.i\rlr\ ......

NO NAMA
PENERIMA

HIBAH

ALAMAT URAIAN
KEGIATAN

JUMLAH
DANA
HIBAH

PERANGKAT
DAERAH/UNIT

KERJA
VERIFIKA?OR

1 2 c() + 5 6
1.

2.
,J.

4.
5.

Dst..
JUMLAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
HIBAH BERUPA BARANG/JASA

GUEERIVUR S{JMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN ......

TENTANG

DAF"TAR PENERIIdA HIBAH BERUPA BARAiI{GIJASA PADA
PERANGKAT'^?ftt?^1Tfi 1-":* rAHUN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

irienimbang: a. bahwa uniuk menriukung program cian kegiatan peiayanan
kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat gLtna perlu
ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah Barang/Jasa
vans dihihahkan kenada nenerima hibah .ii Provinsi Srrma.tera

Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasai 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor
.. Tahun 2O2I tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial ),ang bers-r-rmber dari Anggaran Fendapato-n dan
Belanja Daerah Prorrinsi Sumatera Utara yang men5ratakan 4

Daftar Penerima Hibah beserta besaran uanga atau jenis
barangljasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD";

Mengingat

c i:ahwa Daftar Penerima Hibah telah diverilikasi oleh Perangkat
Daerah / Unit Kerj a Terkait Ta-hun Anggaran.......;

d bahwa berdasarkan pertimtrangan sebagaimala dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa
pada Perangkat Daerah / Unit Kerj a. . . . .Tahun Anggaran.......;

: 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun..... tentang...... ........ ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang...... ..........;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Nomor Tahun ..... tentang. ............ ;

5. Keputusan Menteri Nomor ....... Tahun ...... tentang..............;

7. Peraturan Daerah Nomor Tahun ..... tentang. ............";

B. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang.......

MEMUTUSKAN :

Daftar Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Tahun Anggaran

.......sebesar Rp............. ( . . .. ....rupiah) untuk kegiatan
dengan rinr-ian sellasaimarla terca-ntlrm dalam l.amnir^an sehasai----'i-

bagian -yal1g tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Membebankan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Arrggaran . ., I)okumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkal

Daerah ........Pos belania.... kode rekening

KETiGA : Keputusan Gubernur ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .........

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

d,-1: - -.- rr - ,. - - -.^ -1: , - il---- t" =,- .J-.i)alillaii 
^cpr-lt 

usarl ulsii-rlipalllarl Ktrpiaua
1
l - .-

az. ..
D
!). ..

A



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR
TANGGAL

DAF*TAR PEi.(ERiiviA HIBAH BERUPA

BARANG/JASA PADA PERANGKAT

DAERAH/UNrT KERJA ....... TAHUN

ANGGARAi{ ...........

NO NAMA
PENERIMA

HIBAH

ALAMAT URAIAN
KEGIATAN

NAMA
BARANG
IJASA

JUMLAH
UNIT

NILAI
BARANG
IJASA

1 o D
\-) 4 5 6 7

1.

2.
.J
J,

4.
5.

Dst..

JUMLAH:

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



J. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS HitsAH

Yang bertanda tangan dibarn'ah ini :

Nama
No. KTP
Alamat Rumah
Jabatan dalam Organisasi
Alamat Lembaga
Yang bertindak atas nama

f)engan ini rnen5ratakarr dengan sebenar"nya bahwa :

1. Usuian proposal/RAB kegiatan ....yang diajukan kepada Gubernur
Sumatera Utara untuk mendapatkan Hibah, akan kami laksanakan sesuai
dengan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal
climal<sud;

2. Hibah dari Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp..... (rupiah)
akan karni gunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),

sebagaimana terlampir dalam proposal;
3. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan tugaslpekerjaan secara

profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk
memkrerikan hasil kerja terbaik.

4. Pa-t-ta Integritas ini berlaku se.iak tanggal ditandatangani dan berakhir sarrlpal
dengan iaporan pertanggungjawaban diterima oleh Pemeriniah Provinsi
Sumatera Utara selama tidak terjadi penyimpangan.

5. Apabila melanggar hal - ha1 yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini- sa..'a l,-'ersedis dikenakan sanksi moraJ, sanksi administrasi serta dituntut
ganti rrrgi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku.

Ketua Lembaga Penerima Hibah (....)
20



K. CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HIBAH

Kegiatan :

Sub Kegiatan

Kode Rekening

Uraian Kode Rekening

Nomor SPP-LS

Nilai SPP-LS :

Terbilang :

1/^1 ^--1-^-^'^ n^l----^-^ cnn l or\rrEr rBlrir.Paarl lJuriLlr r rcl I 0 rr-rlJ

No. Kelengkapan Dokumen Sesuai Tidak Sesuai

1. DPA/ DPPA-SKPD
/-)
2., Surat usulan pencairan hibah dari Calon

: f Y:l irenerlrna rlluan
a.). Keputusan Gubernur tentang Daftar

penerima hibah
4. NPHD

5. Pakta integritas Hibah dari Penerima

6. Fotokopi Rekening bank yang masih
aktif

Medan, .....

Pejabat 
""r,r,r.r"*r; 

;;;;;
SKPD/Unit Kerja*)

Nama
NIP

ivienget-ahui:
Kepala SKPD/Kepala UPT

Selaku PA/KPA

Nama/ NIP



L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

arr nn\t^4trn!4 an! nltrr4 ltlhall nrhl!ha Y!41!^LATLJr(I1I\ TEI\\JLIUI\'T|1I\ IJf\1\.I1 11llf/.tr1 If E/I\\JT/.I Ul1i\LI

PENERIMA HIBAH
BULANITRrWULAN
VERIFIKATOR
TAHUN

20....

Kepada
i,i<.rr rroi- ; Yiir. Grrbern ur Suttratqr a Utar a
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Laporan Penggunaan Tempat

Dana Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan
Penggunaan dana Hibah untuk Bulan/Triwulan ....... Tahun sejumlah
Rp........ ( .. . .. .rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan
peruntukannva sesuai dengan NPHD Nomor . dengan rincian sebagaimana
tercantum dalarn Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah.



M. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

lrr nrntrn4 n4h4\Y^
LAI-"U IV\T\ i-81\ L-rLJ U T\ AAT\ IJAI\ A rl II,fTN IJ DI( U T.t1. I]f\TLI11\ \J

PENERIMA HIBAH
BULAN/TRIWULAN
VERIFIKATOR
TAHUN

20....

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur Sumatera Utara
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Laporan Penggunaan Tempat

Dana Hibah

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan
Penggunaan Hibah berupa barangljasa untuk Tahun ....... sejumlah unit
senilai Rp. . ( .. .........rupiah).

Barang yang kami terima telah kami gunakan sesuai dengan usulan
peruntukannya sesuai dengan NPHD Nomor. .. , dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah.



N. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

RERITA ACARA SERAH TERiMA BABANG/JASA

Nomor

Pada hari....... tanggal....... bulan....... tahun......, bertempat di
berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan
Keputusan Gubernur Sun:atera Utara Nomci'...,........ tanggal.
tentang penerima hibah berupa barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah
ini :

T l\T^m-t. i 1 Arlq

NIP
Pangkat
Jabatan
Instansi
Alamat

Yang bertindak untuk dar: atas nama PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

TT 1\!^*--11. l\a,.rltd.

No KTP
Alamat Rumah
Jabatan dalam Organisasi :

Alamat Lembaga

Yang bertindak untuk da:r atas nama....... .... (Yayasan/Lembaga)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan barang/jasa berupa ...'...'.'...sebanyak
...............unit dengan nilai sebesar

Rp.... ..... .(. .. ruPiah)
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisilkeadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KBSATU PIHAK KEDUA
GUEERNUR SUM,{TERA UTAR{ I KETLIA

PEJABAT YANG MEWAKILI LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.........

(...................................)



O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HTBAH

BERUPA UANG

S URAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGGUNAAN HIBAH

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

No KTP

Alamat Rumah

Jabatan dalam Organisasi

Alamat Lembaga

Yang bertindak untuk dan atas narna : ...........

Menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah yang teiah diterima sesuai NPHD

Nomor ... . I .... I . ,.. dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal......

Penerima Bantuan Sosiai



Nomor:

Lamp.:1(satu) berkas

P. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

USULAN/ PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI I LEMBAGA

Kepada Yth.
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial 
di

(KelompoklAnggota Masyarakat)
bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada

Bapak sebesar Rp..... (............ ...rupiah), untuk memfasilitasi
kegiatan kasri (atau rnengatasi kondisi. ).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut

a.
b.

Jumlah r Rp ...

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, seca-ra lengkap kami
iampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

F{ornrai kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/ Anggota

Masyarakat)

Sehubungan dengan adanya kegiatan ......(atau
kondisi..........), kami



A. SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB i. PENDAHULUAi\i

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN BAB

V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB ViI. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG



R. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAIY/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM

BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

rNO

'1 :, p.. .3., 4'. ; ,'$:,.:: :ffi,,.

KEPALA PERANGKAT DAERAH..

NAMA''CALONi
.]PEI![ERI1\{A
: BANSOS '

ALAMAT ': :. :U,RAIAIrI,", , ,., ,

USULAN/KEGIATAN

.J.I.'MIAH. ,

"' {A}JQ ',

D,II/SUL N

BESARAN/NILAi
BANSOS YANG

DIREKOMENDASI



S. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULANIPROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

,NO.

,1 2 !} .:: ,4:'t.:.. :bi ' '6'

NAMA.CALGN
, P.EN,ERIMA.. i

. ",BANSOS ,'i,

ALAMAT URAIAN
USULAN/KEGIATAN

JUMLAH .:.

,, ':{.A}\[f],I
DIUSU},IdAhI.

BESARAN/NILAI
BANSOS YANG

DIREKOMENDASI

KEPALA PERANGKAT DAERAH..



T. CONTOH FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ........

DAFTAR NAMA PENERIMA, AI,AMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENEHIMA -rUvrLAH (Rp)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd



U. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

GUBBRNUR SUMATERA UTARA KEPUTUSAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAF"TAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN

I-\/Ipnimlron-. o,6 u'

ii,{engingar : i.

2.

d.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahx'a untuk menCukung prograrn d.an kegiatan pelai'anan
kepada masyarakat secara tepat sasarall darr tepa-t guna perlu
ditetapka:r daftar penerima bantuan sosial ireserta jumlah
uang dan bararr.g yang diberikan kepada penerima bantuan
sosial di Provinsi Sumatera Utara;

bd:'*a berdasarkan Pasal 28 ai'ar (1i Peraturan Gubernur
Nomor .. Tahun 2A21 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan da.n Belanja I)aer-ah Frovinsi Sr-rmatera, Lltara. yang
menyatakan bahrva daftar penerima dan besaran bantuan
social ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepaia Daerah tentang Penjabaran APBD";

hahrva Da-ftar Penerima- Bantr-ran Sosial herr-rpa Liang tela.h

diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Tahun
Anggaran....;

bahwa berciasarkan penimbangan sebagaimana <iimaksud
dalam huitif a, huruf b, dan hur.if c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial
berupa uang Tahun Anggaran

.......;

Undang-Unciang Nomor ... Tahun..... tentang...... .........;

Peraturan Pemerintah Nomor ..Tahun ..... tentang............... ;

Peraturan Presiden Nomor .......Tahun ...... tentang .............. ;

Keputusan Presiden Nomor ... ..Tahun ..... tentang,..... ........ ;

3.

4.

1-



Menetapkan

KESATU

I\EJtJTJ.It

KETIGA :

5. Peraturan Menteri Nomor Tahun ..... tentang. ............;

6. Keputusaa Menteri Nomor ....... Tahun ...... tentang............. ;

7. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun ..... tentang............. ;

8. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .... tentang.......

MEMUTUSKAN :

: Daftar Penerima Bantuan sosiai Berupa uang Tahun Anggaran
sebesar Rp .(.......rupiah), dengan rincian

sebagaimaria tercantum d.alam Lampiran sebagai bagian yang
tid ak terpi sahkan el_a"ri Keputr_r san Gr:Lrer-nr,r-r- ini =

; iv{etrbebankan Bzurtuam Sosiai sebagaimana dirnaksuri
dalam Diktum KESATU pada APBD provinsi sumatera utara
Tahun Anggaran ........,Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA)
PPKD/Rincian I_IPA PPKD." ..=pos Belanja
Bantuan Sosial...........Kode Rekening.......

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

n;r^+^-l-^* l.;UTLLLAIJAAI UI ..

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Salinan Keputusan disampaikan Kepada :

1. ..

2...
3. ..
4. ..



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIALBERUPA
UANG PADA PERANGKATDAERAH / UNIT
KERJA ...TAHUN ANGGARAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

NO NAMA
PENERIMA
BANTUAN

SOSIAL

ALAMAT URAIAN
KEGIATAN

JUMLAH
DANA

BANSOS

PERANGKAT
DAERAH/UNIT

KERJA
VERIFIKATOR

1 2 .)
!) 4 D 6

1.

2.
o
J.

4.
5.

Dst..
JUMLAH



V. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENERIMA BANTiJAN SOSIAL BERI_IPA RARANG TAFII-IN
ANGGARAN ........

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

l"'lcnimbang : a. bahv;a untuk mcndukung program can kcgiatan pcla;;anan
kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu
ditetapkan daftar penerima bantuan sosia-l beserta jumiah
barang yar,g dii--rantukan kepa-da penerima bantua,n sosial di
Prorrinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan Pasai 33 ayat (1) Peraturan Gubernur
Nomor .. Tahun 2A19 tentang Tata Cara Pengelolaan Beianja
Bunga, SuL,sidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasi1, Bantuan
Keuangan dan Belania Tidak Terduga yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara yang menyatakan "Gubernur menetapkan daftar
penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan
Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan
Peraturan Gubernur tentalg Penjabaran APBD";

c bahwa Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang telah
diverifikasi oieh Peranqkat DaerahlUnit Keria Terkait Tahun
Anggaran ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Kenufr.rsan Grrhernrrr ienrano Daftar Penerima Bantuan Sosial
berupa barang Tahun Anggaran ;


